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ABSTRACT

Indonesia is currently aggressively carrying out development in various
fields, both physical and non-physical. These development efforts require land as a
medium that covers all aspects of human life. The government realizes that land
acquisition and development will never end. Land acquisition that provides
compensation must be able to ensure that the socio-economic welfare of the
community is no worse than the situation before the land is used by other parties.
This study aims to analyze the utilization of land acquisition compensation money
in the construction of the Cibitung - Cilincing Toll Road on the socio-economic
conditions of the entitled parties in Bunibakti Village, Babelan District, Bekasi
Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The
formulation of the problem raised is how the use of compensation money by the
entitled parties, as well as how the impact on changes in their socio-economic
conditions. The results showed that the majority of the entitled parties utilized the
compensation money for productive purposes, such as the purchase of agricultural
land, construction of new houses, and opening new businesses. Others used it for
consumptive purposes, such as house repairs, vehicle purchases, and Hajj or Umrah
travel expenses. The socioeconomic impacts seen in employment, education,
income, and property ownership include changes in employment, increased ability
to finance children's education, changes in income, and increased property
ownership. Some informants experienced job changes from farmers to self-
employed or traders, while others no longer work. Increased income occurred for
those who used the compensation money as capital for new businesses or the
development of existing businesses. Increases also occurred in the ownership of
property, vehicles and electronic equipment. Thus, productive use of compensation
money can have a positive impact on improving the socio-economic conditions of
eligible parties, although further attention is needed to ensure the long-term benefits

of the compensation money received.

Keywords: Money Utilization, Compensation Money, Socio-Economic

Condition.

vii



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ..ot i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI......c.cooiiiiiiiiiiieee e iii
KATA PENGANTAR ... Y%
ABSTRACT ...ttt et et estessesteaseeseeseessesessessesseereeseens Vii
INTISARI Lottt s e e Viii
DAFTAR TSI ..o e e e seessessesseaseeneeeeses iX
DAFTAR TABEL ..ot Xi
DAFTAR GAMBAR .....cooiiiiiiiiieeee e ae e seesee e ssessesseasens Xii
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt Xiii
BAB | PENDAHULUAN ...ttt sseeneeneeeeens 1
A, Latar BelaKang .......ccooveieiiiiee e 1

B.  Perumusan Masalah ... 3

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..........c.ccooveveieieniieneniniceiee 4

[BAB I1_ TINJAUAN PUSTAKA.........ciuitiuitiiitiiiiieitieceieieieceeeseesesesssesesssesessssssees 6
A, Kajian Terdahulu..........coovoiiiiiiiee e 6

B.  Kerangka TeOMTIS........ccueiiiiiiiie i 9

I B T 1o LSRR 9

2. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol ..................... 10

3. Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah .............ccoccovnininnnnnnen, 13

4. Pemanfaatan Uang Ganti RUQI ..........ccccceeeeieiieiieieccc e, 16

5. Kondisi Sosial EKONOMI ..........cccovveiiiiiiiiee e 18

6. Pihak Yang Berhak...........ccccooiiiiiiiiiiee 20

C.  Kerangka PemiKiran..........cccooviiiieiiieniiie e 21

D.  Petanyaan penelitian..........cccoooeiiiiiiiiiiiiiee s 23

(BAB I METODE PENELITIAN........covitiviiiiceeceeeeeee e, 24
A, Format Penelitian .........cccooieiiiiieee e 24

B.  Lokasi Penelitian..........cccooiiiiiieiice e 24

C. Informan Penelitian..........ccccveiviieiiere e 25

D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.................cccveeneee. 25

I D - - U 0= RS PS 25

2. Data SEKUNUET ......eeeeeiecieee et 26

3. Teknik Pengumpulan Data...........ccccevvevieiiieiiieiii e 26

4. Teknik Analisis Data..........cccccveveiieiieiieiiese e 27

(BAB IV.GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .........cccocoovvvevennnn... 30
A. Gambaran Umum Desa Bunibakti Kecamatan Babelan................ 30

1. Profil DESa BUMDAK ..o soeeesseesoseesoeeeoooee 30




2. Keadaan Demografi........ccccccovviieiiiiiiiiieiicie e, 32
[BABV PEMANFAATAN UANG GANTIRUGI.........ccccooviiiiiiiiiiene. 36
A, UaNg Ganti RUGH .c..ooiiiiiiiiieeeee e 36
B. Pemanfaatan tujuan Konsumtif............ccccccooviiiiiiic i, 41
C. Pemanfaatan tujuan Produktif.............ccoooiiiiinnieeee, 43

BAB VI DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI TERHADAP
PERUBAHAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PIHAK YANG BERHAK.......46
A.  Kondisi Sosial Pihak Yang Berhak..........ccccooeviiniininiiiiniiee 46
1. PendidiKan ........cocooiiiiiiiiieiie e 46
B.  Kondisi Ekonomi Pihak Yang Berhak ...........cccooovvviiininicninnenn, 54
1. Mata Pencaharian .........cccocveveiieneeienie e 54
2. Pendapatan..........ccccceoiiieiiie s 61
3. Kepemilikan Harta Benda ...........c.ccooviiieiiiencncincceeee, 66
[BAB VI PENUTUP ...ttt esene e seseennnes 71
A, KESIMPUIAN ..o 71
B.  SAIAN...co s 72
DAFTAR PUSTAKA ... 73
LAMPIRAN Lttt ettt ettt e et e e s et e s e et e essessess e s e e s e b e st s erseneeneenenes 76




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pembangunan di

berbagai bidang baik fisik maupun non-fisik. Upaya pembangunan tersebut
membutuhkan tanah sebagai media yang mencakup seluruh aspek
kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan tanah tidak hanya memiliki nilai
ekonomi dan kesejahteraan tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan
psikologis.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia, yang
dilakukan melalui pelepasan hak atas tanah sering kali menimbulkan
masalah, misal terbatasnya ketersediaan tanah untuk mendukung
pembangunan. Permasalahan lainnya yang akan timbul yaitu saat
pelaksanaan tahap ganti rugi pasca pelepasan tanah dimana kebanyakan
masyarakat memilih ganti rugi berupa uang. Salah satu contohnya pada saat
pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dimana
pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah jalan tol telah menerima
ganti rugi setelah kehilangan rumah dan tanah mereka akan tetapi
masyarakat belum merasakan peningkatan yang signifikan dalam standar
hidup mereka. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus
menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Demikian
pula halnya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena
dampak pembebasan tanah untuk jalan tol yang mengalami perubahan
selama proses pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Jalan Tol Cibitung — Cilincing atau disingkat menjadi JTCC
merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
khususnya di wilayah perkotaan dan daerah sekitarnya. Jakarta adalah salah
satu contoh kota yang membutuhkan bantuan dari kota-kota lain di
sekitarnya seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Pembangunan

jalan tol Cibitung — Cilincing ini memiliki ruas sepanjang 34 km melewati



18 Desa di Kabupaten Bekasi. Adapun ruas pembangunan jalan tol Cibitung
— Cilincing yang sedang dilaksanakan terdiri dari 4 seksi, yaitu Cibitung —
Telaga Asih, Telaga Asih — Tambelang, Tambelang — Tarumajaya,
Tarumajaya — Cilincing. Jalan Tol Cibitung — Cilincing merupakan bagian
dari perpanjangan pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR
2) yang pembangunan nya telah dimulai sejak tahun 2017
(faktabekasi.com). Tol tersebut menghubungkan wilayah Depok — Bekasi
menuju Tanjung Priok, maka diharapkan mampu mengurangi jumlah
banyaknya angkutan barang dan kendaraan di ruas tol Jakarta — Cikampek.
Selain itu juga diharapkan dapat mempersingkat dan mempermudah
perjalanan angkutan barang dari kawasan industri yang berada di wilayah
Cikarang, Cibitung, Karawang dan sekitarnya menuju Pelabuhan Tanjung
Priok. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pusat perdagangan terbesar di
Indonesia, baik ekspor — impor maupun perdagangan barang antar pulau
terutama menuju Jabodetabekpunjur, sebagian Provinsi Banten dan Jawa
Barat.

Tanah sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, baik
sebagai lokasi pembangunan maupun sebagai modal dasar pembangunan
tersebut, sepertihalnya membangun Jalan Tol CICIL. Pemerintah
membutuhkan tanah yang cukup luas untuk mengakomodasi pertumbuhan
penduduk dan untuk mendukung pembangunan demi kepentingan umum.
Pemerintah menyadari bahwa pengadaan tanah dan pembangunan tidak
akan pernah berakhir. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menghubungkan
kedua tujuan ini, pemerintah berusaha melalui Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012
mengatur suatu mekanisme dalam pemberian ganti kerugian bagi
masyarakat yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Bentuk ganti kerugian berupa uang, penetapan besaran ganti kerugian
dilakukan oleh appraisal dengan mempertimbangkan aspek kerugian fisik
juga aspek non fisik yang diakibatkan adanya pengambilan hak atas tanah.



Besaran ganti kerugian yang diterima setiap orang berbeda meski objek
tanah tersebut memiliki luasan yang sama bahkan letaknya bersebelahan
ataupun berseberangan. Sumardjono (2015, 282) menyatakan bahwa dalam
pengadaaan tanah pemberian ganti kerugian harus mampu menjamin
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tidak lebih buruk dari keadaan
sebelum tanahnya digunakan pihak lain.

Pada dasarnya setiap pembangunan pasti diharapkan dapat
meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, kualitas hidup, dan
kesejahteraan masyarakat, namun demikian dalam kenyataannya setiap
pembangunan tersebut membawa dampak positif dan dampak negatif.
Aktivitas pembangunan akan menghasilkan dampak pada manusia maupun
lingkungannya. Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau
menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan
yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan
mendukung kelangsungan hidup manusia (Zulfikar 2017). Dampak lain dari
pembangunan jalan tol yaitu adanya perubahan kondisi sosial ekonomi
masyarakat terhadap pihak yang berhak dan masyarakat terdampak.

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, salah satu
desa yang menerima pembayaran ganti kerugian adalah Desa Bunibakti
yang terletak di Kecamatan Babelan. Sejumlah dana untuk pembebasan
tanah telah dibayarkan sepenuhnya kepada masyarakat yang berhak di Desa
Bunibakti pada tahun 2022 tetapi ganti kerugian dalam bentuk uang, tidak
langsung dapat menggantikan hilangnya aset penghidupan masyarakat
berupa tanah yang menjadi sumber penghidupan. Berkaitan dengan hal
tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Dampak
Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol
Cibitung - Cilincing Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pihak Yang Berhak
(Studi di Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi)

. Perumusan Masalah

Pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum

seringkali hanya dilihat dari aspek penyelesaian pembangunan saja. Ketika



kegiatan ini berlangsung, upaya-upaya penghidupan pihak yang berhak
sebagai pemilik tanah setelah kehilangan tanahnya untuk pembangunan
sering kali diabaikan. Setelah ganti rugi dibayarkan, pemerintah dan
masyarakat tidak memiliki hubungan lebih lanjut seperti halnya proyek
pembebasan tanah Jalan Tol CICIL (Cibitung - Cilincing). Namun, uang
ganti rugi tidak dapat menggantikan hilangnya tanah masyarakat.
Kehidupan masyarakat tentu saja berubah karena hal ini, terutama bagi para
pihak yang berhak yang kehilangan tanah miliknya sebagai sumber
kehidupan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pemanfaatan uang ganti rugi oleh pihak yang berhak?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan uang ganti rugi terhadap perubahan
kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti:
a. Mengetahui pemanfaatan uang ganti rugi pihak yang berhak
(produktif atau konsumtif).
b. Mengetahui dampak pemanfaatan uang ganti rugi terhadap
perubahan kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan Penelitian terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek akademis dan
aspek praktis :
a. Kegunaan Akademis
Penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal mengungkapkan
perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pemberian
ganti kerugian karena adanya pengadaan tanah untuk jalan tol.
Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran informasi

mengenai kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak di Desa



Bunibakti atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol

Cibitung — Cilincing setelah pemberian ganti kerugian.

Kegunaan Praktis

1)

2)

3)

Kegunaan bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran informasi
mengenai kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak di Desa
Bunibakti atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan
Tol Cibitung — Cilincing setelah pemberian ganti kerugian.
Kegunaan bagi Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional dalam hal langkah-langkah merumuskan kebijakan
yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum khususnya bagi kehidupan masyarakat
yang terkena dampak langsung pembangunan untuk kehidupan
di masa yang akan dating.
Kegunaan bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang
perubahan kondisi sosial ekonomi dan pemanfaatan uang ganti

rugi pengadaan jalan tol.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berhak cenderung memanfaatkan uang ganti rugi untuk
tujuan produktif dibandingkan tujuan konsumtif. Pemanfaatan untuk
tujuan produktif antara lain: pembelian tanah pertanian membeli tanah
dan dibangun kembali dan membuat usaha baru. Sedangkan
pemanfaatan untuk tujuan konsumtif antara lain: perbaikan rumah
tinggal, pembelian kendaraan dan pendaftaran haji serta umroh.

2. Dampak perubahan kondisi sosial ekonomi setelah pemanfaatan uang
ganti rugi pengadaan tanah adalah sebagai berikut:

a. Dampak pada pekerjaan yaitu masih ada yang focus pada pekerjaan
sebelum pemanfaatan uang ganti rugi serta terjadinya perubahan
pekerjaan petani menjadi wiraswasta, pedagang, peternak dan
menjadi tidak bekerja setelah pemberian uang ganti rugi.

b. Dampak pada pendidikan yaitu peningkatan kemampuan informan
dalam pembiayaan pendidikan anak hingga ke jenjang perguruan
tinggi. Tingkat pendidikan para informan tidak memiliki pengaruh
lebih terhadap cara mereka memanfaatkan uang ganti rugi, baik
untuk tujuan konsumtif maupun produktif.

c. Dampak pada pendapatan yaitu terjadinya peningkatan pendapatan
per bulan dan penurunan pendapatan. Peningkatan pendapatan,
terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utamanya.
Sebagian dari mereka menggunakan uang ganti rugi yang diterima
dari pengadaan tanah sebagai modal untuk memulai usaha baru atau
memperbesar usaha yang sudah ada.

d. Dampak pada kepemilikan harta benda yaitu rumah tinggal informan
yang menjadi lebih baik dengan kondisi bangunan permanen.
Peningkatan juga terjadi pada kepemilikan kendaraan roda dua dan
empat, serta peralatan elektronik.
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B. Saran

1. Dalam proses pengadaaan tanah pelaksana pengadaan tanah dari Kantor
Pertanahan dapat menghimbau masyarakat yang berhak agar
memanfaatkan uang ganti kerugian untuk kebutuhan produktif yang
sifatnya jangka panjang dibandingkan kebutuhan konsumtif.

2. Pemerintah hendaknya melakukan monitoring dan sosialisasi kepada
masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) agar masyarakat mampu mengelola uang ganti
kerugian untuk keberlanjutan usaha, dengan dibentuknya suatu
organisasi yang bisa menampung aspirasi masyarakat untuk membuka
usaha.

3. Pemerintah hendaknya memberikan Kkebijakan yang mendukung,
pelatihan yang memadai, dan akses yang mudah terhadap sumber daya
dan informasi. Dengan demikian, uang ganti rugi yang diterima oleh
masyarakat dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk
memajukan kesejahteraan dan keberlanjutan sosial ekonomi di Desa
Bunibakti.
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